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Penandatanganan hasil Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Belanda dan
Indonesia menyisakan permasalahan lain yaitu Belanda tidak sepenuhnya ingin
menyerahkan dan mengakui kedaulatan Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari sikap Belanda
yang tidak sepenuhnya menepati hasil perundingan Konferensi Meja Bundar.
Permasalahan penyerahan Irian Barat menjadi salah satu faktor ketidakseriusan Belanda
untuk mematuhi hasil perundingan yang telah disepakati. Sesuai dengan hasil Konferensi
Meja Bundar, masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun setelah
pengakuan kedaulatan. Pengakuan tersebut telah dilaksanakan Belanda pada tanggal 27
Desember 1949. Berdasarkan hasil Perundingan Konferensi Meja Bundar maka Belanda
seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan Irian Barat pada tahun 1950. Namun,
sampai dengan tahun 1956 Belanda belum bersedia menyelesaikan permasalahan Irian
Barat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendesak
Belanda menyelesaikan masalah ini. Burhanudin Harahap selaku perdana menteri saat itu
telah membuat sebuah rancangan undang-undang yang isinya memuat pernyataan sikap
pemerintah Indonesia terhadap hasil perundingan Konferenesi Meja Bundar yaitu
pemerintah Indonesia secara sepihak membatalkan hasil perundingan Konferensi Meja
Bundar. Langkah yang ditempuh oleh perdana menteri Burhanudin Harahap dilanjutkan
oleh kabinet selanjutnya yaitu Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo diperiode keduanya.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Ali Sastroamidjojo yaitu dengan mengeluarkan
UU No. 13 tahun 1956 tentang pembatalan hasil perundingan Konferensi Meja Bundar.
Dengan dikeluarkan UU tersebut maka permasalahan Indonesia dengan Belanda menurut
sudut pandang Indonesia dianggap selesai dan pemerintah Indonesia tidak terikat lagi
dengan hasil perudingan Konferensi Meja Bundar, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan
status wilayah Irian Barat.
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